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A. ‘Tren Kejahatan Hlegal Logging

Meningkatnya kejahatan !legal Logging dan
‘besarnya kerugian negara, kerusakan ekologi terhadap
lingkungan, maka diperlukan langkah - langkah konkret
penegakan hukum memberantas fllegal Logging.
Kebijakan Pemerintah memberantas lllegal Logging
beberapa kali telah ditegaskan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudoyono (Kompas, Febr 2005 : 1.5). selurun
pencuri kayu {lllegal Logging) harus ditindak tegas
agar laju pengrusakan hutan dapat ditekan dan semua
pejabat tidak menjadi backing para cukong sehingga
upaya pemberantasan dapat berjalan lancar.

Aktifitas Hllegal Logging saat ini berjalan dengan
lebih terbuka dan transparan. Banyak tokoh yang
terlibat dan memperoleh keuniungan milyaran bahkan
- trilyunan rupiah suatu kerugian negara vang dilakukan
dengan Hlegal Logging secara Sitimatis dan
terorganisir. Data yang ditunjukkan pada pertemuan
Conssultation Group on Indonesia (CGI) Januari 2003
disebutkan kerugian negara mencapai 670 juta US
Dollar pertahun akibat aktivitas fllegal lLogging,
kerugian tersebut baru dihitung dari hilangnya pajak
dan pendapatan yang seharusnya asuk kas negara
belum terhitung dengan kerugian penjarahan,

negatif bagi lingkungan hidup. Ancaman lain yang akan
muncut yaitu labilnya ekologi dan hancurnya habitat
ekologi, musnahnya fauna flora, konflik di kalangan
masyarakat merangsang pergesekan lapisan kerak
bumi, gempa tektonik, tsunami, erosi, tanah longsor,
banjir bandang dan rendahnya pendapatan negara dari
sector kehutanan, yang secara langsung dan tidak
langsung menjadi unsur utama korupsi vaitu merugikan
kekayaan dan perekonomian negara {Naba, 2003 : 3)

Jumtah kasus Hlegal Logging di Indonesia dari
tahun ketahun cenderung meningkat secara resmi yang
ditagani Kepolisian terhadap fllegal Logging tahun
2003 adalah 568 kasus dengan jumlah tersangka 570
orang dan barang bukti sebanyak 223.385.51 meter
kubik, sementara itu tahun 2004 terdapat 962 kasus
dengan tersangka 1.064 orang dan barang bukti
386.954 meter kubik kayu.

Perkembangan yang paling actual illegal Logging
dengan penebangan kayu di Papua yang mengekploitir
masyarakat sekitar hutan sekelompok masyarakat adat
di Sorong misalnya, dijajikan 100 juta rupiah atau
10.920 dollar As untuk 3.000 meter kubik kayu mebau
yang diambil.

Papua nampaknya telah menjadi pusat penebangan

mariputasi-hasib-kebutanan-dar-dampale-kerusalan
ekologi.

Imptlikasi dari llegal Logging telah menimbulkan
masalah multi dimensi yang berhubungan dengan aspek
ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Implikasi yang
paling krusial dari Nlegal Logging adalah penyebah
kerusakan hutan di Indonesia dan menjadi masalah
serius karena sebagai paru-paru dunia akan merusak
ekosistem dan berpengaruh pada pemanasan -
pemanasan global {global warming) dan berpengaruh

~ Dr. 1GM Nurdjana Drs, SH, M.Hum, Sderembang Polri
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mengancam kelangsungan hutan alam yang masih
tersisa. Penebangan Har di Papua terjadi diwilayah
Sorong, Monokwari, Fak-fak, Nabire dan Serui, Kayu
Hlegal Logging yang diselundupkan dari Kalimatan,
Papua, Sumatera Utara, Jambi, Riau dan NAD mencapai
10 Juta meter kubik pertahun, sedangkan penebangan
secara liar mencapai 50,7 juta meter kubik pertahun,
perkiraan kerugian finansial total yang ditanggung
negara sebesar 45 triliun rupiah pertahun.




B Mocius Operandz

- ‘atau pemegang fjin melakukan penebangan lebih dari

'Jatah yang: telah d1tetap§<an dalam pemman_._-- 3
1 (Kartodiharjo, 2004 : 4) :
[ Modus operandi dala’mrprahek !l!ega[ Loggmg di

ndones1a berkaﬁa’sw :

L secara tiar, Beberapa. modus. operandi antara lain :

. . Pertama : Transaksi-dengan kolusi: (Lraﬂsac,tzve_ _
= couut]on) ya:tu bekerjasama yang dimotivasi. oieh para
_.modal
{capi La[}sekalwus pengusaha l»\ayu atau pelaku bisnis

cukong-cukong . .sebagai . permi}k
“kayu ‘melalui lobi-lobi dan:jaringan: hubungan yang

~sangat kuat dan rapi untuk mendapatkan lahan kayu

penebangan. -termasuk dengan: upaya. kolusi

‘mengerahkan :agen-agen:bekerjasama untuk
mendapatkan keuntungan yang melibatkan pejabat
local, pusat atau aparat oknum THI-Polri. Melalui
sindikat multinasienal kayu fllegal Logging dikirim ke
Malaysia, Cina, Singapura; India, Hongkong dan-Jepang
Jtlegal Logging di indonesia menjadi penjamin

keamanan dan kelancaran penebangan. Sebagian besar.

transaksi lllegal Logging dilakukan melalui Bank-Bank
di Singapura atau Hongkong dengan memberi L/ atau
surat hutang antar pembeli dan pemasok.

“Kedua : Melakukan penebangan tanpa ijin sebagai
bentuk /legal Logging yang konvensional yang
umumnya dilakukan coleh masyarakat dan hasil
tebangan dijual pada cukong kayu atau pengusaha
individu pengoiahan kayu.

Ketiga : Melakukan penebangan dituar z]:n vyang
telah ditetapkan konsesinya oleh pemerintah, biasanya
dilakukan oteh pengguna Hak Pengusaha Hutan (HPH)
dan pemegang ijin Penebangan Kayu {IPK}. Terjadi Il
legal Logging karena target kayu yang ditebang diluar
kontrak. Modus ini sering memanfaatkan tenaga kerja
local sebagai kamuic flase.

Keempat : Mengangkut kayu dengan pelanggaran
dokumen seperti : pengangkutan kayu tanpa dokumen,
dokumen atau fikiif, blanko asli tapi isinya palsu,
b[aﬁug i) ¥ C!!CHH oo el m;ﬂz!ﬁ Poip obmyy

R DR L= MRt Lo X1
dbebiitebetdatilebly

R llleoal Loggmg merupakan penebangan kayu.__-

secara txdak sah; dencan melanaga;‘ peraturan-__';_
perundang undancan, ya1tu berupa.pencurian kayt, .
l.-_daiam kawasarz lintas negara, atau lintas hak mahk dan

i -erat tipologi korupsi: dan:__"-’
mkonsastens; penegakan hukum; penebangan: kay_

' .'--=-- adaiah perbuatan yang nyata dalakukan akan tetapi e
;seolah sangat-sulit untak diatasi. :
Logging. mengeluarkan kavu kayu dari hutan.dengan
ﬁmenggunakan paralatan herat t1dak memerlukan,_,‘-_-
" Ipékerjaan yang ekstra bagi mtelegen maupun penegak "~ |
- hukum, akan tetapi cukup dengan intergritas moral
.yang fing e
_ Salah satu bentuk. perilaku Korupsi:yang. sering
j_"terjam daiam praktek prakiek I!legaf Loggmo adalah ¢
.'-perbuatan suap-menyuap. i
KUHP:dan: pengelasannya adalah membeﬂ hadiah: |
-:”--'_kepada egawai-negeri dengan maksud: uptuk
- .membujuk pegawai negeii.itu agar. erbuat atau tidak "
berbuat sesuatuiyang beftentangan dengaﬂ_} :
kewajibannya.-Pengertian- pemberian hadiah-dalam:

gi untuk menegakkan supremasi, hukum.

“Suap: menurut: Pasal:20

pasal. tersebut; diperiuas datam pen jelasan Pasal 3 aya*; o

{1} WU Mo, 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU: '-
No, ¥ tahun 1999 tentang Pemi}erantasan Tindak. "
_Pldana Korupm dengan nama gratifikasi. Gramﬁkasr' N

dalam pengertian.pasal tersebut meliputi Demberian:'. :
yang, barang, rabat (discount), komisi,
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan Cuma- Cuma, dan
fasilitas lainnya. -

~Perbuatan suap- menyuap menjam salah satu
moci_us yang sangat dominan dalam praktek Illegal
Logging oleh karena perspektif dunia usaha terhadap.
hutan selama ini lebih cenderung memposisikan hutan.
sehagaiisalah satu komoditas bisnis ketimbang
memandang hutan sebagai bagian-dari ekosistem yang
jika rusak maka akan dapat mendatangkan malapetaka
bagi orang banyak. Bisnis menurut Abdurrachman,
sebagaimana vang dikutip oleh Fuady (2002 : 2) adalah
suaiu urusan atau kegiatan agang, industri atau
keuangan yang dihubungkan dengan produksi-atau
pertukaran barang atau jasa. Orientasi atau motiv dari
suaiu kegiatan bisnis ini menurut Friedman (Fuadi,
2002 : 2) adalah uptuk mendapatkan keuntungan
dengan menempatkan uang dari para entreprenseur
dalam resiko tertentu dengan usana tertentu,

Melihat dari motiv untuk mendapatkan
keuniungan yang menjadi orientasi suatu kegiatan
bisnis untuk ini sepintas memang tidak retevan dengan

suatu konsep etika atau moral dalam manajemen
ssahanya.Dengan demikian fidak mencherangkan iikea

dokumen terbang atau dokumen menyusul, dalam
proses Illeggal Logging, penggunaan satu dokumen
SKSHH berulang-vlang dan menggunakan penggant
dengan tilang, faktu kayu dan surat lain yang tak
relevan.

C. Korelasi antara Korupsi dan [llegal Logging

Perilaku korupsi dalam kegiatan /legal Logging
secara konkrit yang sering dijurnpal terutama datam
proses mulai dari atkoasi konsesi hutan, pengurusan
administrasi maupun hingga ke proses penyelesaian
kasus-kasus Hlegal Logging. Perbuatan lllegal Logging

dalarn praktek-praktek bisnis, dunia usaha mengangap
nerbuatan menyuap adalah merupakan keputusan
ekonomi. Menurut pendapat Basri (Kompas, 6-1-2004
o 11} bahwa keputusan dunia usaha untuk menyuap
adalah keputusan ekonomi yang didasarkan pada
perhitungan manfaat (benefit) dan biaya {cost) dari

‘aktivitas penyuapan. Artinya hahwa iika suap dapat

melancarkan urusan dengan birokrasi
memungkinkan memperoleh proteksi

atau
yang

memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan
dengan besarnya suap vang harus dibayar, maka ada
insentif untuk menjadi pemasok suap.

‘Para. pelaku. Hlega[._ 0

pinjaman - .




- B _g‘: Anahsm yundis tentang pendapat tersebut 1dent1k

dengan suatu pandangan bahwa’ 31ka anda ‘memiliki -
* pengemudi yang buruk, menggantz mobil tidak!akan 3
;..menyetesaman masalah {D]Eion, Kompas13 4022003,
" 4-5)0 Hlegal: Loggmg 'yang 'sering hanya: dakaatkan}
o 'berurusan dengan masyarakat lokal:atau pemilik atat
: --';transportasz untuk tersentuh oleh-aturan hukum. -

1 Kondisi ini menunjukan adanya selektifitas penegak

" ‘hukum yang pada akhirnya ‘menimbulkanrasa
“ketidakadilan’ terutama bagr masyarakat kemt yang s

- _-_._'-tergerat hukum. :
et Berdasarkan uraian
= bahwa kolusi dalam bentuk: suap menyuap antara aparat
birokrasi dengan pengusaha terutama dlbadang
kehutanan sangat rentan dan sangat mungkin menjadi

bagian dari kehidupan sehari- hari. Perilaku yang kolugif.

~ini-lambat-laun- dapat ‘diterima dan menjadi bagian
dari kebiasaan sehari-hari bahkan menjadi kebutthan,
sehingga tidak menutup kemungkinan akan dianggap
sebagai suatu perbuatan yang etis dalam arti kebiasaan
dalam suatu Kelompok masyarakat tertentu.

D. Pemberdayaan Kemampuan Penanggulangan

Pemberdayaan dan peningkatan kemampuan
identifikasi, klasifikasi pada setiap kasus sebetum
mengambll tangkah-tangkah penindakan hukum
terhadap lllegal Logging. Dengan terlebih dahulu secara
cermat menguasai unsur-unsur lflegal Logging vang
dilanggar pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apakah yang dilanggar pidana kehutanan terkait
dengan ijin penebangan melebihi kapasitas tabang atau
terkait dengan pemalsuan dokumen (fiktif dokumen).
Dokumen tambang (hasil kolusi) dan penyelundupan

(smuggling) termasuk pula teknis atas suatu pidana
identifikasi atau pedoman perusakan lingkungan
sebagai implikasi fllegal Logging. Hasil identifikasi
dan klasifikasi akan sangat menentukan kelancaran
Criminal Justice System (CJS), dalam menindak /lle-
gal Logging misalnya dalam menangkap dan ekstradisi
para tersangka cukong-cukong Hlegal Logging dan
penerapan pasal-pasal pidana korupsi dengan dan
berlapis yang tepat dan berat, primer dan subsider di

n@ngﬁ:rﬁ!zn pr:nr itoe mnm .«“—E-\! tn. PRy

ia as", dapat dasrmpuikani'

4 Ketentuan pasal 263 KUHAP adalah pember;an o
'-dokumen b@rkaltan tata usaha kayu dan megal Log
: gm g ;

National Convention Against Corruption on 29 Septem-:

ber 2003 khususnya article 3 ayat 1 dan 2, articel 34,

ayat 1 ; article 38, article 38 hurisf b dan article 44
ayat 1 dan ratifikasi konvensi PBB tentang
pemberantasan korupsi (konvensi Wina 2003), Repart
of the ad hoc commite for the negotiation of the con-
vention against corruption og the work of its first to
seventh sessions.

Implementasi integritas moral penegakan hukum
diwujudkan dengan menyelenggarakan program aksi
{plan of action) sebagai pernberdayaan penanggutangan
pemberantasan korupsi dalam praktek lllegal Logging
pada daerah otonomi dengan memasukkan upaya
penanggulangan pada Renja {Rencana Kerja) dan RKA-
KL {Rencana Kerja Anggaran-Kementerian dan
Lembaga) pada masing-masing lembaga instansi
terkait penegakan hukum terhadap flegal Logging,
program aksi dilaksanakan dalam program nyata (riit},
obyektif dan terpadu meliputi ;

Pertama, melaksanakan program audit secara
berkala oleh lembaga kontrol inspektorat masing-
masing Departemen terkait dan lembaga kontrol
eksternal BPK, BPKP seperti dalam pemilikan HPH yang
terbukti melanggar hukum harus dicabut ijinnya,
peralatan yang digunakan disita dan tindak pidana,
korupsi diproses tunias.

Kedua, melaksanakan MoU atau kesepakatan
kerjasama di tingkat pusat atau daerah yang telah
disepakati seperti contoh kesepakatan bersama
Kapolda Kaltim dan Kajati tentang penegakan hukum,

EEN)

: 50 Ketentuan p:dana Eam sesuai perundang .
'-undangan yang berlaku : UU No. 10 tahun-1985, UU -
‘No:'23 tahun 1997 tentang Emgkuncan hidup dan UU".

'No 31 tahun 1994 tentang pengawasan orang asmg e

Apabila sebaam konsmtenm hukum H!egai Log-
gmg cukup bukti merugikan: keuangan dan ekonomi: -
" negara penyidikan dapat diarahkan pada tindak pldana i
- korupsi yang'diatur-dalam UU No. 31 tahun 1999 dan"
UU'No. 20 tahu 2001 tentang pemberantasan tindak -
pidana korupsi serta konvensi internasional United

.
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pengembalian kerugian negara akibat llegal Logging.

Untuk memudahkan penerapan hukum tentang
korupsi dalam praktek lllegal Logging maka diperiukan
panduan beberapa ketentuan pidana yang dapat
digunakan :

1. Pasal 50 ayat 3 UU Mo, 41 tahun 1999

2. Pasal 28 UU No. 41 tahun 1999

3. Sesuai kepakatan bersama antara Kapolda
Kaltim No. Pol. : B/797/111/2004 dan Kep No. 001/Q,4/
Epn/03/2004 tentang penegakan hukum Hlegal Log-
ging di Kaltim (substansi, korupsi dalam fllegal Log-

ging)

aucsuc Lugsmg elar hunup:l diRattii \m :.wdlu 200
91},

Ketiga, konsistensi pelaksanaan kontrol atau
pengawasan pengendalian atas berbagai kesepakatan
bersama-antar instansi penegak hukum dan instansi
terkait dalam upaya penanggulangan dan
pemberantasan lllegal Logging termasuk korupsi
dipertukan lembaga kontrol yang ketat internal atau
eksternal. Sehingga setiap terjadi llegal Logging
proses penanganan atau penindakan kasus tidak parsial
tetapi komprehensif dengan cara kerja proporsional
dan bertanggung jawab, pengguna anggaran dan hasil
kerja yvang mencerminkan “Clean Proformance




e _-_Ackuntabrhty” atau beker}a dengan sapu yang bersrh .

15 _.fdan kuat: memberszhkan lantai: vang' kotor.

. tingkat menteri tentang Forest Law Enforcement and
- Govemance (FLEG) yang: dihadiri-oleh wakil-wakil dari

g "'negaraAmaTrmur beberapa negaraG -8'dan Organisasi
] .:Non Pemerintah (Omop) didasari oleh adanya
R -'kepnhatman atas tingginya’ mtensﬂ:as praktek .
._':kejahatan dibidang kehutanan (forest crime)terutama . -
{7 Nlegal Loggine. Secara polms ha51Epertemuan tersebut -

cukup fundamental 'yang yang ditanjt utkan dengan Mot
UK- Indonesia: antara“Pemerintah - Kerajaan ‘ngaris
-dengan Indonesia dalam rangka pemberantasan itle-
gal Logging, antara lain dalam article huruf 4 huruf g
MoU I!!egat Logging April 2002 d1sebutkan bahwa :

“Encouragement by both Goverments for action by
iﬂdus_try to reduce and eventually eliminate the vol-
ume of illegal timber and wood products transported
and sold, including sourcing only timber and wood prod-
ucts identified as legal through the compliance verifi-
cation systems referred to above, or through other
equally effective, means of identification.

Kemudian kerjasama atau Mou juga dilakukan
dengan berbagai negara lainnya seperti dengan
Republik Rakyat Cina 18 Desember 2002, Pemerintah
Jepang 24 Juni 2003, Permerintahan Kera;aan Nomegia
30 Agustus 2002,

Kelima, melakukan pembenahan sysiem
kesejahte:‘aan metiputi economy risk dan sarana
prasarana bertugas sebagai political risk dalam
penanggulangan atau pemberantasan Hlegal Logging
yang potensial dengan korupsi menjadi tantangan
intergritas moral penegakan supremasi hukum.
Semangat pemerintah dan semangat berbagai aspirasi
tembaga, instansi serta seluruh tapisan masyarakat
dalam pemberantasan Hlegal Logging dan korupsi
patut dihargai sebagai langkah-langkah konkret aksi
pemberdayaan integritas moral penegakan hukum
termasuk membenahi dan membangun kapasitas (ca-
pacity building) meliputi kemampuan kesejahteraan
sarana prasarana, hi-tech para penegak hukum serta
aksi penindakan terhadap pelaku korupsi datam prakiek

S -'jKeempat melaksanakan tindak. lan}ut hasﬂ dan:
- Deldarasi Bali September 2001 tentang Forest Law
f’.’-Enforcement &Govemance (FLEG), sebagai pertemuan

“kita dalam’ suatu“prmsa’
'jhukum T e

'}menangkap peiaku menyita barang buk’u has:i berkas
penyidik dengan Interpol melacak pelaku yano lari ke "
- luar negeri, pihak Jaksa secara teknis yurldas telah’
.3menyiapkan tuntutan yang berat'dan Hakim yang .~
mengadili :menyiapkan sanksi berat. Jika terkatt:-"'_
‘Konsepsi KPK membantu akses mengungkap alirandana -
- -'pada hankatau pada badan keuangan terkait mtegﬂtas_“_._
“moral dalam penegakan hukum “tiada dusta diamara;:-]
-menegakkan suprema 11'3' '

_ K@tu;uh Pemberdayaan kemampuan 1dent1fika51,'¥':
kiasmkasa ‘pada-setiap- kasus 'sebelum mengambil
langkah-langkah penindakan. hukum terhadap Hlegal -
Loggmg Dengan terlebih dahulu. secara cermat -
‘menguasai unsur-unsur:fllegal Logging yang dalanggar .

pada ketentuan peraturan ‘perundangan-undangan.

‘Apakah yang dﬁanggar pidana kehutanan terkait dengan

ijin"penebangan, ‘melebihi ‘kapasitas tebang atau
terkait dengan -KUHP-dengan pemalsuan dokumen
{fiktif dokumen).

“:Dokumen tebang {hasil kotusi) dan penyeludupan
(sruggling) termasuk pula teknis atas suatu implikasi
lllegal Logging. Hasil identifikasi dan klasifikasi akan
sangat meneniukan kelancaran Criminal Justice Sistem
(CJS) dalam enindak lllegal Logging, misalnya dalam
menangkap, ‘para tersangka cukong-cukong !llega!
Logging dan penerapan pasal-pasal pidana korupsi dan
berlapis yang tepat dan berat , primer dan subsider di
pengadilan dengan prioritas penindakan tindak pidana
korupsi dan pengembalian kerugian negara akibat /-
legal Logeing. Dengan permnberdayaan penanggutangan
korupsi dalam praktek fllegal Logging disertai
integritas moral dalam penegakan hukum maka akan
meningkatkan kemampuan untuk menerapkan hukum
metiputi analisis yuridis dan teknis yuridis atas
peraturan perundang-undangan dan secara substansial
llegal Logging. Selanjutnya menjadi tantangan bagi
pengeban fungsi Criminal Justice Sistem, bagaimana
konsistensi penyelenggaraan program aksi yang
dilakukan melalui pelaksanaan program nyata
{realistik} dan terpadu antar lembaga instansi untuk
penanggutangan Korupsi dalam praktek illegal Logging.
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Hizoallogeingdan-kerupsidiharapkantetap-raeniadi
agenda utama program dan target kebijakan tanpa
diskriminasi.

Keenam, meningkatkan performance dan
akuntabilitas integritas moral ditujukan datam teknis
yuridis penegakan hukum dengan tangkah nyata dan
terpadu dalam menangani setiap kasus. Sebagai contoh
penanganan kasus lllegal Logging di Papua, dilakukan
gelar perkara antara penegak hukum terkait Polisi,
Jaksa, Hakim, KPK, BPK, BPKP, Bawasda, dan instansi
vang teriibat dalam penindakan saling memberikan
masukan dan mendukung dalam menuntaskan kasus.
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